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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Berdasarkan konstitusi negara seperti yang terdapat dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, tujuan negara adalah untuk mensejahterakan rakyat. Dalam
rangka mencapai kesejahteraan rakyat, pemerintah melakukan program
pembangunan nasional yang terarah dan berkesinambungan, yang tentunya
membutuhkan dana yang besar. Salah satu cara negara untuk mendapatkan dana
demi membiayai pembangunan adalah melalui pajak. Bahkan saat ini pajak
merupakan komponen pendapatan negara yang terbesar dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber penerimaan dalam APBN
terdiri dari dua sumber yaitu penerimaan dari sektor perpajakan dan sektor bukan
pajak. Data pokok APBN Departemen Keuangan Republik Indonesia tahun 2013
menunjukkan bahwa penerimaan APBN dari sektor perpajakan yaitu sebesar Rp
1.192 triliun atau 77,95% dari total pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.529
triliun (Data Pokok APBN Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2013).
Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Pajak bersifat memaksa sehingga pajak yang dipungut dari Wajib Pajak
merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Waluyo (2013)
terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan fungsi
mengatur (reguler). Fungsi penerimaan (budegeter), pajak berfungsi sebagai
sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.
Contohnya, dimasukkannya pajak ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam
negeri. Sedangkan fungsi mengatur (reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk
mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya,
dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dengan tujuan
mengurangi konsumsinya.

Mengingat betapa pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan
negara, maka pemerintah selalu melakukan upaya untuk meningkatkan
penerimaan pajak salah satunya dengan melakukan reformasi pajak. Reformasi
pajak adalah perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan. Reformasi
pajak pertama kali dilakukan tahun 1983 vyaitu dengan mengubah sistem
pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system.
Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana pemerintah
berwenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Self assessment
system adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan
untuk memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan
sendiri jJumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang Dberlaku (Resmi, 2013). Dengan diterapkannya sistem

pemungutan pajak official assessment system, diharapakan dapat meningkatkan
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kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan
penerimaan pajak.
Definisi Wajib Pajak berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi,
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak
yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, wajib mendaftarkan diri
ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan Wajib Pajak
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan
Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian dan Penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif adalah sebagai berikut:
1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang

disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3. Wajib Pajak badan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012, Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
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diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya. Setiap dokumen perpajakan seperti Surat Setoran Pajak (SSP),
Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan harus mencantumkan NPWP yang dimiliki.
Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
(Waluyo, 2013). Sanksi perpajakan yang biasa dikenakan terdiri atas sanksi
administrasi dan/atau sanksi pidana (Silondae dan llyas, 2011). Untuk
mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat mendaftar langsung ke KPP atau dapat

melalui media elektronik/ online (e-Registration).

Kode seri NPWP terdiri dari 15 digit, yang terdiri dari Kode Wajib Pajak
di 9 digit pertama dan 6 digit terakhir merupakan kode administrasi perpajakan

(Resmi, 2013). Bentuk NPWP dan format di dalamnya adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

‘N.____-_________-’
1 2 3 4 5

Keterangan:

1. ldentitas Wajib Pajak
a. 01 — 03 adalah Wajib Pajak Badan
b. 04 dan 06 adalah Wajib Pajak Pengusaha
c. 05 adalah Wajib Pajak Karyawan

d. 07 — 09 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi
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2. Nomor registrasi/ urut yang diberikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

3. Diberikan kepada KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan
atau kesalahan NPWP

4. Kode KPP

5. Status Wajib Pajak

a. 000 adalah untuk kode Tunggal/ Pusat

b. 001 adalah untuk kode Cabang ke-1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan, salah satu kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak
adalah melakukan pembukuan atau pencatatan. Menurut Pasal 21 Ayat 29
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pembukuan adalah suatu proses
pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak
tersebut. Sedangkan pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang
peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk
menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek
pajak dan/atau yang dikenakan pajak bersifat final (Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009).
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Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan adalah:

- Wajib Pajak badan
- Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas di Indonesia, kecuali Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran

brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4,8 milyar

Sedangkan yang wajib melakukan pencatatan adalah:

- Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4,8 milyar,
dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma
penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke
Direktorat Jenderal Pajak dalam jagka waktu 3 bulan pertama dari tahun
pajak yang bersangkutan

- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas

Tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan adalah untuk mempermudah
dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Bagi Wajib Pajak badan, PKP
diperoleh dengan menyusun laporan keuangan. Menurut Pernyataan Standar
Akuntansi (PSAK) Nomor 1 Revisi Tahun 2009, laporan keuangan adalah suatu
penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.
Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam

pengambilan keputusan ekonomi.
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Berdasarkan tujuannya, laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua
jenis, yaitu laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal. Laporan
keuangan komersil atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan
keadaan finansial perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk
menghitung pajak (Resmi, 2013). Perbedaan antara kedua laporan keuangan
tersebut disebabkan oleh perbedaan tetap (permanent differences) dan perbedaan
waktu (timing differences). Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi
pendapatan dan biaya yang diakui menurut komersial, tidak diakui menurut fiskal.
Sedangkan perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan

pendapatan dan biaya dalam menghitung laba (Resmi, 2013).

Untuk menyesuaikan perbedaan antara penghitungan komersial dan
penghitungan fiskal, perusahaan perlu membuat rekonsiliasi fiskal. Hasil dari
rekonsiliasi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan keuangan fiskal
inilah yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung pajak seperti Pajak

Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak
atas penghasilan yang diperolehnya dalam Tahun Pajak. Menurut Pasal 4 Ayat 1
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, definisi penghasilan adalah setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi

atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama
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dan dalam bentuk apapun. Berikut beberapa jenis pajak penghasilan menurut

Waluyo (2013).

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan
atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran
lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperolen Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas
penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap
yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan
selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau
terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar
negeri lainnya.

3. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak
berjalan.

4. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang
pengenaannya bersifat final meliputi penghasilan berupa bunga
deposito/tabungan, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lain,
penghasilan yang diterima dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/
atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya berdasarkan peraturan

pemerintah.
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Pajak yang sudah dihitung kemudian disetor dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak (SSP). SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009). SSP standar terdiri dari lima

rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut.

1. Lembar 1 : Untuk arsip Wajib Pajak

2. Lembar 2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

3. Lembar 3 : Untuk dilaporkan Wajib Pajak ke KPP

4. Lembar 4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran

5. Lembar 5 : Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

Terkait dengan penggunaan sistem pemungutan pajak self assessment
system, Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) ke kantor pelayanan pajak. SPT adalah surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran
pajak, Objek Pajak dan/ atau bukan Objek Pajak dan/ atau harta dan kewajiban,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 Ayat
11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009). Terdapat dua jenis SPT sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007, yaitu:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak atau
Bagian Tahun Pajak

2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak yang terdiri atas:
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a. SPT Masa Pajak Penghasilan
b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan

Nilai

Bentuk SPT dapat berupa formulir kertas (hardcopy) dan e-SPT (electronic). E-
SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh
Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh
Direktorat  Jenderal  Pajak = (Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor

181/PMK.03/2007). Kelebihan penggunaan e-SPT antara lain:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran
dalam bentuk CD atau disket

2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik

3. System aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan
dengan baik dan sistematis

4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem
computer

5.  Kemudahan dalam membuat laporan pajak

6. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena peomoran
formulir menggunakan sistem komputer

7. Menghindari pemborosan menggunakan kertas

8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan

sumber daya yang cukup banyak
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (daerah
pabean), baik barang maupun jasa. PPN dikenakan terhadap penyerahan/
perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). PPnBM
dikenakan terhadap penyerahan/ perolehan BKP yang tergolong mewah. Menurut
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, BKP adalah barang berwujud yang
menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak
bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang PPN dan PPnBM. Sedangkan JKP adalah setiap kegiatan pelayanan
berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu
barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang
dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan
bahan dan atas petunjuk pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-
Undang PPN dan PPnBM. Tarif PPN yang dikenakan atas penyerahan BKP atau
JKP dalam negeri adalah 10%, sementara untuk ekspor adalah 0%. Sedangkan
tarif yang dikenakan atas PPnBM dalam negeri paling rendah 10% dan paling

tinggi 200%, sementara untuk ekspor adalah 0%.
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1.2  Maksud dan Tujuan Kerja Magang

1.2.1

T

Maksud Kerja Magang

Kerja magang dimaksudkan agar mahasiswa menerapkan ilmu
yang diperoleh selama perkuliahan mengenai Pajak Penghasilan,
menyiapkan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan
(SPT), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan lainnya ke dalam dunia
kerja nyata dan memperoleh pengalaman nyata dari duia kerja.
Pengalaman magang di Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan
diharapkan dapat memberikan persiapan yang baik untuk menjadi

konsultan pajak.

Tujuan Kerja Magang

Tujuan dilaksanakannya kerja magang adalah:

1. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama
perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata.

2. Menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dunia kerja
dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan melalui
pengaplikasian ilmu.

3.  Memberikan pelatihan dan pengalaman kerja.

12
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1.3

Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

1250

Kerja magang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 5
September 2014 di Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan dan
ditempatkan di divisi tax service. Jam kerja magang adalah Senin —

Sabtu jam 08.30 — 17.30.

Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang
Prosedur pengajuan kerja magang menurut ketentuan yang terdapat
di Buku Panduan Kerja Magang Fakultas Ekonomi Universitas
Multimedia Nusantara sebagai berikut:
1. Tahap Pengajuan
a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan
kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat
Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan
yang dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program
Studi dan. formulir KM-01 dan formulir KM-02 dapat
diperoleh dari program studi;
b. Surat pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua
Program Studi;
c. Program studi menunjuk seorang dosen pada Program Studi

yang bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang;
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d. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja
magang kepada Ketua Program Studi;

e. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat Kerja
Magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang (Form
KM-02);

f. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang
ditolak, mahasiswa harus mengulang prosedur dari poin a, b,
¢ dan d, dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin
lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan
hasilnya kepada Koordinator Magang;

g. Mahasiswa dapat memulai melaksanakan Kerja Magang
apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa
bersangkutan diteria Kerja Magang pada perusahaan yang
dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang;

h. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja
magang, mahasiswa akan memperoleh : Kartu Kerja Magang,
Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja

Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

2. Tahap Pelaksanaan
a. Menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan

sebagai pembekalan sebanyak 3 kali tatap muka;
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b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah
yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan
laporan kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku
mahasiswa di dalam perusahaan. Adapun rincian materi
kuliah adalah sebagai berikut:

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku
dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan;

Pertemuan 2 : Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan
data (sistem dan prosedur administrasi, operasional
perusahaan, sumber daya), analisis kelemahan dan
keunggulan (sistem, prosedur dan efektifitas administrasi
serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya,
pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan);

Pertemuan 3 : Cara penulisan laporan, ujian kerja magang
dan penilaian, cara presentasi dan tanya jawab.

c. Pada pelaksanaan Kerja Magang ditunjuk seorang
pembimbing lapangan yaitu Ibu. Lilis Sukianto selaku Kepala
Bagian Keuangan di Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan.

d. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di
perusahaan/ instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang;

e. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di

perusahaan sesuai dengan bidang studinya;
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f. Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan
usaha kerja magang mahasiswa;

g. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang,
koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja
Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa

dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan.

3. Tahap Akhir

a. Setelah magang di perusahan telah selesai, mahasiswa
menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya
selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan
bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang;

b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format
dan struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia
Nusantara;

c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum
mengajukan permohonan ujian kerja magang. Mahasiswa
menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing
Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi
formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06);

d. Pembimbing lapangan mengisi formulir kehadiran kerja
magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa

selama melaksanakan kerja magang;
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e. Pembimbing lapangan memberikan surat keterangan
perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang
bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya;

f. Hasil penilaian yang sudah berisi dan ditandatangani oleh
Pembimbing Lapangan di perusahaan/ instansi dikirim secara
langsung kepada Koordinator Magang atau melalui
mahasiswa yang bersangkutan dengan amplop tertutup untuk
disampaikan kepada Koordinator Magang;

g. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian Kkerja
magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian
Kerja Magang;

h. Mahasiswa menghadiri ujian Kerja Magang dan
mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian Kerja

Magang.
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